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Abstract. A notary is responsible for creating authentic written evidence and is authorized by law to provide valid legal 

proof. However, not all notaries fulfill the formal requirements in drafting deeds. This research uses a normative 

juridical method with a statutory approach, collecting data from relevant regulations and legal literature. The 
findings indicate that Notary Cornelius Hutapea, S.H., did not read aloud or provide a copy of the deed. Although 

the judge dismissed the plaintiff's lawsuit, the status of the notarial deed would be downgraded to that of a private 

deed. 
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Abstrak.  Notaris berperan membuat bukti tertulis otentik dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan 

bukti yang sah. Namun, tidak semua notaris melengkapi syarat formal dalam pembuatan akta. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan data dari 

peraturan yang relevan dan literatur hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Notaris  Budiman Cornelius 

Santiago Hutapea S.H tidak membacakan dan tidak memberikan salinan akta, meskipun hakim menolak gugatan 

penggugat namun kedudukan akta notaris akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. 

Kata Kunci – Notaris; Akta Otentik; Kedudukan Akta; Degradasi Akta 

 

I. PENDAHULUAN 

Notaris biasa disebut dengan pejabat publik karena diangkat dan diberhentikan oleh negara, yaitu oleh 

pemerintah melalui kementerian yang membidangi notaris, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Notaris menjalankan fungsi resmi atas nama negara dan membuat surat-surat yang mengikat secara 

hukum, yang disebut akta, yang dianggap sebagai catatan resmi negara. Oleh karena itu, tanggung jawab utama 

seorang Notaris adalah menghasilkan akta-akta asli yang bermanfaat bagi masyarakat umum [1].  Dasar 

penunjukan Notaris sebagai pejabat umum adalah untuk menetapkan tingkat perlindungan dan jaminan guna 

mencapai kepastian hukum. Perlindungan hukum menjamin keamanan dan efektifitas kewenangan Notaris, serta 

keabsahan akta yang dibuatnya bagi para pihak yang bersangkutan. Selain itu, Notaris dipilih sebagai pejabat 

publik guna menjamin kepastian hukum, organisasi, dan perlindungan hukum bagi setiap orang yang 

memanfaatkan jasanya [2].   

Notaris adalah suatu instansi yang membuat bukti-bukti tertulis yang mempunyai sifat otentik sebagai bagian 
dari perdagangannya. Makna utama profesi Notaris adalah berdasarkan undang-undang, Notaris diberi wewenang 

untuk memberikan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa isi akta yang sah itu memang benar adanya [3]. Notaris 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan membuat dokumen-dokumen resmi yang diperlukan 

dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan perekonomian, kemasyarakatan, dan 

politik. Dalam hal ini, tanggung jawab Notaris adalah memeriksa apakah akta aslinya telah diketahui dan diterima 

oleh semua pihak yang berkepentingan serta mempunyai keabsahan hukum. Akta adalah suatu dokumen tertulis 
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yang sengaja dibuat sebagai bukti jika suatu peristiwa tertentu terjadi dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang 

terlibat [4].  

Fungsi utama Notaris adalah menjamin kejelasan hukum, menegakkan ketertiban, dan memberikan 

perlindungan hukum dengan membuat akta-akta yang sah. Akta asli ini menjadi alat bukti yang meyakinkan di 

pengadilan dan, kecuali diperlihatkan sebaliknya, dianggap sebagai alat bukti yang tidak bercacat menurut Pasal 

1870 KUH Perdata. Namun demikian, bilamana timbul suatu akta yang asli, apabila timbul perbedaan pendapat 

mengenai akta itu, maka dalam batas-batas hukum akta itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Ketika hakim 

mengambil keputusan, maka akta notaris menjadi batal, dan akibat yang timbul menjadi nyata. Jika pembatalan 

akta, baik yang dinyatakan tidak sah maupun yang dapat dibatalkan secara hukum, mengakibatkan kerugian 
finansial bagi pihak-pihak yang meminta bantuan Notaris dalam pembuatan akta dan menuntut hak-haknya, maka 

Notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas akta tersebut. Penggantian kerugian yang diderita, dengan syarat 

kesalahan tersebut dilakukan oleh Notaris [5].  

Batalnya akta Notaris karena penetapan pengadilan tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau 
kecerobohan Notaris dalam membuat akta. Meskipun demikian, pencabutan suatu akta Notaris dapat pula timbul 

karena kesalahan atau kecerobohan para pihak, yang selanjutnya dapat menimbulkan perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh salah satu pihak. Bukan hal yang aneh jika seorang Notaris ditugaskan sebagai turut tergugat dalam 

suatu sengketa perdata sebagai langkah preventif. Hal ini disebabkan karena dalam akta-akta Notaris, khususnya 

Partij Acte yang menjadi alat bukti dalam suatu perkara perdata, Notaris tidak terlibat langsung bahkan secara 

hukum dilarang ikut serta dalam suatu perbuatan hukum, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam akta Notaris 

itu sendiri. Fungsi Notaris hanya sebatas untuk mentransformasikan perbuatan hukum para pihak menjadi suatu 

akta tertulis dan selanjutnya mengesahkan akta tersebut. Penambahan Notaris sebagai turut tergugat adalah 

langkah untuk memaksa Notaris memberikan keterangan mengenai akta yang diajukan sebagai bukti dalam proses 

hukum. 

Dalam mengajukan gugatan mengenai ketidakabsahan akta Notaris, ketidakabsahannya perlu dibuktikan 

berdasarkan faktor eksternal, formil, maupun materil. Apabila tidak ada bukti-bukti yang menguatkan, maka akta 

tersebut tetap memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang terlibat. Jika suatu akta dapat dibuktikan 

kebenarannya di pengadilan, maka terdapat aspek tertentu yang dapat menyebabkan akta menjadi cacat, sehingga 

akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum. Sesuai Pasal 1870 
KUHPerdata, suatu akta yang sah dan mengikat secara hukum mengharuskan hakim menerima akta itu sebagai 

bukti yang kuat [6]. 

Hakim ex officio tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan suatu akta Notaris/PPAT, kecuali jika 

diminta secara khusus untuk membatalkannya, karena hakim hanya sebatas mengambil keputusan berdasarkan 
permintaan yang diajukan. Apabila yang bersangkutan meminta pembatalan, maka hakim berwenang 

membatalkan akta yang sah itu, asalkan ada bukti yang bertentangan. Pengambilan keputusan pengadilan 

bergantung pada keadaan akta notaris yang diajukan sebagai alat bukti. Perlu diketahui bahwa tidak semua akta 

Notaris yang dianggap tidak benar oleh hakim dengan sendirinya dinyatakan batal demi hukum atau dapat 

dibatalkan. Dalam beberapa kasus, hakim hanya dapat menentukan bahwa akta notaris tersebut tidak sah secara 

hukum. Terkait dengan pembatalan isi akta, perlu dipahami bahwa tugas Notaris/PPAT semata-mata mencatat 

keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mereka tidak diwajibkan untuk memverifikasi 

keakuratan faktual isi akta tersebut [7]. 

Sebagai contoh permasalahan pada Gugatan Perdata No. 13/Pdt.G/2022/PN Bgr terkait pembatalan akta 

dilayangkan oleh Penggugat terhadap Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea (Tergugat I) di Pengadilan 

Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Bogor melalui Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bgr menolak gugatan 

Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.283.000,- (Dua 

Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat, tindakan yang 

dilakukan oleh Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pertama, Tergugat I melanggar 

Asas Verleiden dengan tidak membacakan isi atau materi dari Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 01, 
tertanggal 01 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H., Notaris di 

Jakarta, yang bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kedua, Tergugat I tidak 

memberikan salinan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 01, tertanggal 01 Mei 2012, kepada Penggugat 

hingga gugatan diajukan, padahal hal tersebut merupakan hak Penggugat, sehingga tindakan ini melanggar Pasal 

54 ayat (1) UUJN. Ketiga, Tergugat I melanggar netralitas seorang notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf a UUJN. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum 

oleh Tergugat I, yang berdampak pada pembatalan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 01, tertanggal 01 

Mei 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H., Notaris di Jakarta. Namun, 
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terdapat pertentangan dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim, alasan utama penolakan 

gugatan adalah para pihak mengakui adanya perjanjian yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Perjanjian Jual 

Beli Nomor 01, yang merupakan akta otentik. Akta tersebut sah secara hukum karena ditandatangani dengan sadar 

dan sukarela oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Meskipun perbuatan Notaris 

Budiman Cornelius Santiago Hutapea, S.H. (Tergugat I) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, 
sanksi atau akibat hukum yang diambil adalah pembatalan terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 

01, tertanggal 01 Mei 2012 [8]. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa pentingnya kajian-kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang merupakan unsur krusial dalam penyusunan artikel ini. Referensi terhadap studi sebelumnya 
tidak hanya bertindak sebagai acuan, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam membedakan penelitian ini dari 

penelitian sebelumnya. Pada penelitian pertama yang ditulis oleh Suhaimi, et.al. (2024), dengan judul “Penerapan 

Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual (Studi Kasus Putusan Nomor 3439 

K/Pdt/2020).” Penelitian ini menunjukkan bahwa implemntasi asas itikad baik adalah prinsip hukum yang wajib 

dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, termasuk dalam PPJB dan kuasa menjual. Berdasarkan 

Pasal 1338 KUHPerdata, setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak dan membebaskan para pihak untuk 

membuat perjanjian apapun selama tidak melanggar ketertiban hukum dan kesusilaan. Oleh karena itu, kedua 

belah pihak harus beritikad baik dalam pejanjian agar tidak merugikan satu sama lain. Dan perjanjian yang 

dilaksanakan dengan itikad baik, jujur, dan kepatuhan terhadap aturan, terutama dalam jual beli tanah harus 

mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang adil. Maka perjanjian yang telah dibuat sesuai Pasal 1320 

KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338  ayat (1) 

KUHPerdata [9]. 

Selanjutnya, penelitian kedua dari Marhaeni Ria Siombo & Nada Davinia Christalya (2022) dengan judul 

“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Karena Pembatalan Perjanjian Dalam Sengketa Tanah (Studi Putusan 

Pengadilan Tinggi Nomor 639/PDT/2016/PT.DKI)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembatalan sepihak 
terhadap APJB oleh pemberi kuasa telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 

1365 KUHPerdata dan definisi Perbuatan Melawan Hukum menurut Putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 

Januari 1919. Karena pembatalan tersebut dianggap tidak sah, Akta Pengikatan Jual Beli tetap berlaku dan 

mengikat para pihak. Dengan demikian, perjanjian tetap berlaku dan pelaksanaan prestasi APJB harus dilanjutkan 

sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. [10]. 

Penelitian ini berbeda dengan dua artikel sebelumnya yang mengkaji tentang penerapan asas itikad baik dalam 

perjanjian jual beli yang mengikat secara hukum, kewenangan menjual, dan dugaan adanya perbuatan salah dalam 

sengketa pertanahan. Penelitian ini akan mengkaji perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Bgr, dimana penggugat 

berupaya membatalkan akta PPJB yang dibuat oleh Notaris Budiman Hutapea di hadapan Pengadilan Negeri 

Bogor. Penggugat menyatakan akta tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dalam putusan No. 

13/Pdt.G/2022/PN Bgr diakui oleh hakim bahwa notaris tidak membacakan akta dan tidak memberikan 

salinannya. Sehingga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa akibat hukum terhadap akta 

PPJB Notaris Nomor: 01 tanggal 01 Mei 2012, jika notaris tidak membacakan dan memberikan salinan akta? 

II. METODE 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan mengutamakan peraturan perundang-

undangan sebagai sumber informasi utama. Dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis mengumpulkan 

data yang akan dianalisis dalam penelitian. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus 

putusan No. 13/Pdt.G/2022/PN Bgr. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagai akibat hukum dari putusan pengadilan terhadap notaris, tanggung jawab seseorang atas tindakannya 

merupakan kewajiban individu tersebut. Notaris diberikan amanah untuk melindungi kepentingan pihak-pihak 

yang terkait. Namun, notaris tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang kalah dalam 

perkara ini dan tidak dapat dituntut atas biaya pembuatan akta yang telah disusunnya. Namun, Notaris dapat 

diminta pertanggungjawaban jika terbukti melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum, seperti adanya 
unsur pemaksaan dalam pembuatan akta, adanya pelanggaran terhadap syarat formil pembuatan akta atau tidak 

membacakan isi akta. Ketentuan ini sesuai dengan UUJN, khususnya pada Pasal 84, yang dapat mengakibatkan 

akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan menjadi batal demi hukum. 

Jika terjadi perbuatan melawan hukum oleh Notaris dalam pembuatan akta, Notaris dapat diminta 
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pertanggungjawaban secara perdata. Akibatnya bisa berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga jika akta 

tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum [11]. Sebaliknya, jika 

notaris telah membuat akta sesuai instruksi dari para pihak dan memenuhi semua syarat formil, maka notaris tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Umumnya, jika seseorang melakukan tindakan yang 

melanggar hukum mereka bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tersebut, atau seringkali disebut sebagai 

Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata[12]. 

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan perbuatan melawan hukum. Istilah “melawan” 

mencakup sifat aktif dan pasif. Sifat aktif terlihat jika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang 

menyebabkan kerugian pada orang lain. Sebaliknya, sifat pasif muncul ketika seseorang secara sengaja memilih 

untuk tidak bertindak, meskipun ia sudah mengetahui kewajiban untuk melakukan sesuatu demi menghindari 

kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, melawan dapat terjadi tanpa perlu melakukan tindakan fisik. Inilah yang 

dimaksud dengan sifat pasif dari istilah "melawan." [13]. Tindakan tersebut dapat melanggar hak orang lain, 

kewajiban hukum yang berlaku, atau norma kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik [14]. Meskipun 

akta Notaris telah dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Notaris atau 

pemegang protokolnya tetap wajib mengeluarkan salinan akta tersebut atas permintaan para pihak, penghadap, 

atau ahli warisnya [15].  

A. Analisis Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum dan Itikad Baik dalam Pengikatan Perjanjian Jual 

Beli Nomor : 01, tertanggal 01 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Budiman Cornelius Santiago 

Hutapea, S.H 

1.  Perbuatan Melawan Hukum 

Dalam Hukum Perdata Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, 

yang berbunyi: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” 

Untuk membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum, harus dipenuhi beberapa unsur: 

a.  Adanya Perbuatan Melanggar Hukum 

1) Tergugat I dituduh melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 karena tidak 

membacakan isi akta. 

2) Tergugat I dituduh melanggar Pasal 54 ayat (1) UUJN karena tidak memberikan salinan akta. 
3) Tergugat I dituduh melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN karena tidak netral. 

b. Adanya Kerugian 

Penggugat harus membuktikan bahwa tindakan Tergugat I menyebabkan kerugian nyata. 

c. Adanya Hubungan Kausalitas 

Penggugat harus menunjukkan bahwa kerugian tersebut secara langsung disebabkan oleh 

tindakan melanggar hukum Tergugat I. 

d. Adanya Kesalahan atau Kelalaian 

Tindakan melanggar hukum tersebut harus dilakukan dengan kesalahan atau kelalaian oleh 

Tergugat I. 

2. Itikad Baik dalam Pembuatan Akta 

Itikad baik adalah prinsip yang mengharuskan setiap orang untuk bertindak dengan jujur, adil, dan 

tanpa niat buruk dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks pembuatan akta oleh notaris, itikad 
baik diwujudkan melalui: 

a.  Netralitas dan Keadilan 

Notaris harus bersikap netral dan adil, tidak memihak kepada salah satu pihak. 

b.  Keterbukaan dan Transparansi 

Notaris harus memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan konsekuensi dari akta yang 

mereka tanda tangani. 

c.  Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum:  

Notaris harus mematuhi semua prosedur hukum yang berlaku, termasuk membaca isi akta dan 

memberikan salinan kepada para pihak. 

Itikad Baik dalam kasus ini adalah sebagai berikut: 

a. Tindakan Notaris 
Tindakan Tergugat I yang tidak membacakan akta dan tidak memberikan salinan akta dapat 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip Itikad Baik, karena bertentangan dengan kewajiban 

hukum notaris untuk memastikan bahwa para pihak memahami dan menerima isi akta yang dibuat. 

b. Pengakuan Para Pihak 
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Meskipun ada pelanggaran tersebut, para pihak mengakui adanya perjanjian yang dituangkan 

dalam akta tersebut. Pengakuan ini menunjukkan bahwa, terlepas dari kesalahan prosedural, substansi 

perjanjian diterima oleh kedua belah pihak dengan itikad baik. 

3.  Pertimbangan Hakim 

Dalam putusan No. 13/Pdt.G/2022/PN Bgr, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai 
berikut: 

a.  Pengakuan Para Pihak 

Para pihak mengakui adanya perjanjian yang dituangkan dalam akta tersebut dan 

menandatanganinya dengan sadar dan sukarela. 

b.  Keabsahan Akta 

Akta tersebut dianggap sah secara hukum karena ditandatangani oleh kedua belah pihak serta 

disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. 

c.  Pelanggaran Prosedural 

Meskipun Tergugat I diduga melanggar prosedur, pelanggaran tersebut tidak cukup untuk 

membatalkan keabsahan akta karena tidak ada bukti kerugian nyata yang disebabkan oleh 

pelanggaran tersebut. 

4. Analisis Hukum 
a.   Perbuatan Melawan Hukum 

Tindakan Tergugat I yang tidak membacakan isi akta dan tidak memberikan salinan akta memang 

melanggar ketentuan UUJN. Namun, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum, Penggugat 

harus menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian nyata dan ada kesalahan atau 

kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I. 

b.  Itikad Baik 

Meskipun ada dugaan pelanggaran prosedural oleh Tergugat I, pengakuan para pihak atas perjanjian 

dalam akta dan tanda tangan yang dilakukan dengan sadar dan sukarela menunjukkan adanya itikad baik 

dari para pihak. Ini berarti meskipun ada kesalahan prosedural, tidak ada niat buruk atau ketidakjujuran 

yang merugikan salah satu pihak secara signifikan. 

A. Akibat Hukum Terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Apabila Notaris Tidak 

Membacakan dan Memberikan Salinan Akta 

  Dalam gugatannya, penggugat mempersoalkan notaris yang tidak membacakan isi akta dan tidak 

memberikan salinan akta kepada penggugat. Berikut adalah analisis terhadap kedua hal tersebut : 

1. Tidak Membacakan Isi Akta 
Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib membacakan isi 

akta di hadapan para pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para pihak memahami 

sepenuhnya isi dari akta yang mereka tandatangani. 

Akibat Hukum dari tidak membacakan isi akta ini adalah: 

a.  Pelanggaran Prosedural 

Jika Notaris tidak membacakan isi akta, hal ini merupakan pelanggaran prosedural yang dapat 

mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. 

b.  Keabsahan Akta 

Meskipun ada pelanggaran prosedural, akta tersebut tetap sah sepanjang para pihak 

menandatangani akta dengan sadar dan sukarela serta tidak ada indikasi penipuan atau paksaan. 

Dalam kasus ini, hakim menolak gugatan karena akta dianggap sah oleh para pihak. 
2. Tidak Memberikan Salinan Akta 

Pasal 54 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris wajib memberikan salinan akta kepada para pihak 

setelah akta tersebut ditandatangani. 

Akibat Hukum dari tidak memberikan salinan akta ini adalah: 

a.     Hak Para Pihak 

Tidak memberikan salinan akta kepada para pihak merupakan pelanggaran terhadap hak para 

pihak untuk memiliki dokumen legal yang mereka tanda tangani. 

b.     Perbuatan Melawan Hukum 

Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika terbukti merugikan 

salah satu pihak. 

3. Penolakan Gugatan oleh Majelis Hakim 
a.  Hakim menemukan bahwa meskipun ada pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Tergugat I, 

akta tersebut tetap sah secara hukum karena ditandatangani dengan sadar dan sukarela oleh kedua 

belah pihak serta disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. 
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b. Alasan utama penolakan gugatan adalah pengakuan para pihak terhadap perjanjian yang dituangkan 

dalam akta tersebut. 

c. Saksi-saksi yang Sah 

Akta didukung oleh saksi-saksi yang sah, yang memperkuat keabsahan dan kesahihan akta 

tersebut. 
d. Kesadaran dan Kesukarelaan 

Meskipun ada pelanggaran prosedural oleh notaris, tidak ada bukti yang cukup untuk 

membuktikan bahwa pelanggaran tersebut secara langsung mempengaruhi kesadaran dan 

kesukarelaan para pihak dalam mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. 

 

Analisis Hukum Terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Apabila Notaris Tidak Membacakan dan 

Memberikan Salinan Akta adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggaran Prosedural vs. Substansi Akta 

a. Pelanggaran prosedural oleh notaris, seperti tidak membacakan atau tidak memberikan salinan akta, 

merupakan masalah yang serius namun tidak selalu membatalkan substansi dari akta tersebut. 

Sehingga meskipun ada pelanggaran prosedural, seperti tidak membacakan isi akta dan tidak 

memberikan salinan, hal tersebut tidak cukup untuk membatalkan akta jika tidak ada bukti yang 
cukup bahwa pelanggaran tersebut mempengaruhi validitas kesepakatan para pihak. 

 b.  Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat (otentik) berdasarkan Pasal 

1866 KUHPerdata, kecuali dibuktikan sebaliknya. Dalam hukum perdata, keabsahan suatu akta 

lebih dipengaruhi oleh pengakuan dan kesepakatan para pihak serta tidak adanya penipuan atau 

paksaan dalam penandatanganan akta. 

2. Itikad Baik dan Kesadaran Para Pihak 

a. Prinsip itikad baik dan kesadaran para pihak dalam menandatangani akta sangat penting. Selama 

para pihak menandatangani akta dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, akta tersebut dianggap 

sah.  

b. Tergugat I dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban 

hukumnya sebagai Notaris, namun, tidak cukup untuk menganggap bahwa tindakan tersebut 
dilakukan dengan maksud buruk atau merugikan salah satu pihak secara sengaja (dalam konteks 

itikad baik). 

c. Hakim menekankan pentingnya pengakuan para pihak terhadap perjanjian yang dituangkan dalam 

akta sebagai dasar penolakan gugatan. 

3. Perlindungan Hukum 

a. Para pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum 

dapat menempuh jalur hukum lain, seperti melaporkan notaris ke Majelis Pengawas Notaris untuk 

mendapatkan sanksi administratif. 

b. Penggugat dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran prosedural 

oleh notaris, namun harus membuktikan adanya kerugian yang nyata dan langsung. 

 

Dari uraian di atas, jika notaris tidak membacakan dan tidak memberikan salinan, maka hal tersebut tidak 
memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa notaris 

berwenang memberikan salinan dan kutipan akta. Selain itu pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang 

menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para pihak pada saat 

penandatanganan akta dan akibat hukumnya adalah terdegradasinya akta yang dibuat oleh notaris Budiman 

Cornelius Santiago Hutapea S.H. atau menjadi akta di bawah tangan. Jika notaris lalai melaksanakan seluruh atau 

sebagian tindakan yang diamanatkan oleh undang-undang, kekuatan pembuktian akta autentik dapat diturunkan 

menjadi akta di bawah tangan oleh pengadilan. Hal ini jelas merugikan masyarakat yang awalnya menginginkan 

akta autentik sebagai alat bukti yang kuat dan lengkap di pengadilan [16]. Degradasi diartikan sebagai penurunan 

tentang pangkat, mutu, moral, kemerosotan, kemunduran, atau dapat juga menempatkan ditingkat yang lebih 

rendah [17]. Akta otentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dalam hal kekuatan pembuktian. Hal 

ini terjadi karena: 

1. Pejabat umum yang membuat akta tersebut tidak memiliki kewenangan. 

2. Pejabat umum yang membuat akta tersebut tidak kompeten atau cakap. 

3. Akta tersebut memiliki cacat pada bentuknya [18]. 

Hal ini berkaitan dengan Pasal 1869 KUHPerdata menyatakan bahwa jika suatu akta otentik mengalami cacat 

hukum karena pejabat yang membuatnya tidak cakap atau tidak memenuhi syarat, atau karena cacat dalam bentuk, 

maka akta tersebut kehilangan statusnya sebagai akta otentik. Namun, akta tersebut tetap memiliki kekuatan 

sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Pasal ini menjelaskan bahwa penurunan 



P a g e  | 7 
 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 

(CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the 

original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not 

comply with these terms. 

 

status akta otentik menjadi akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya kualifikasi pejabat pembuat atau 

syarat-syarat formil akta otentik. Meskipun demikian, akta tersebut tidak batal demi hukum karena tetap 

ditandatangani oleh para pihak, di mana tanda tangan tersebut mewakili kesepakatan [19].  

VII. SIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa, jika notaris tidak membacakan isi akta dan tidak memberikan salinan, yang mana 

kedua hal tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh notaris dalam pembuatan akta, maka akta 

notaris tersebut akan kehilangan kekuatan autentiknya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Jika suatu 
Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh notaris terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena tidak 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya, maka kekuatan 

pembuktiannya melemah. Kondisi ini dapat membuka peluang bagi pihak yang berkepentingan untuk 

memenangkan gugatannya. Apabila pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut batal demi hukum akibat adanya 

cacat hukum dalam pembuatannya, pembeli yang bertindak dengan itikad baik dalam proses pembuatan akta jual 

beli tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 

bilamana pernyataan yang dibuat oleh notaris tidak sesuai dengan fakta hukum dan menyebabkan kerugian bagi 

salah satu pihak, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 

84 UUJN. Pasal tersebut menetapkan bahwa notaris bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi jika akta yang 

dibuatnya tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Meskipun demikian, notaris tidak terikat oleh kewajiban-

kewajiban yang tercantum dalam akta tersebut dan tidak bertanggung jawab atas tindakan para pihak yang diatur 
dalam akta itu. Dengan kata lain, tanggung jawab notaris terbatas pada akurasi pembuatan akta, bukan pada 

pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam akta tersebut. Notaris memiliki tanggung jawab perdata, 

tanggung jawab berdasarkan UUJN, dan tanggung jawab etika profesi dalam penyusunan akta autentik. Dalam 

konteks perdata, notaris dapat diminta mengganti kerugian jika akta yang dibuatnya menyebabkan kerugian 

materiil atau immaterial, sesuai dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan UUJN, notaris 

bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta, dan dapat dikenakan sanksi jika akta tersebut cacat yuridis 

sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu, pelanggaran kode etik notaris dapat merugikan masyarakat, 

organisasi profesi, dan negara, sehingga notaris harus senantiasa mematuhi aturan yang berlaku. 
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